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Pers Nasional: Antara Roh dan Kinerja 
“Mempertahankan Roh Perjuangan Pers Nasional di Era Globalisasi”, demikian tema Sarasehan Pers Nasional yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-63. Dari tema ini dapat dikatakan bahwa Pengurus PWI tidak mau tertinggal untuk “nimbrung” soal globalisasi setelah hampir semua profesi di Indonesia selama 10 tahun terakhir berwacana tentang globalisasi. Namun, dari tema tsb. dapat juga disimpulkan bahwa Pengurus PWI, tampaknya, bertanya-tanya atau menggugat segenap jajaran pers apakah pers dalam era globalisasi masih tetap menjunjung tinggi “roh perjuangan pers nasional”dalam menjalankan kiprahnya sehari-hari.
--------------------------------------
Globalisasi memang sering dilukiskan sebagai ancaman, sekaligus tantangan, dan  opportunity. Karena globalisasi, banyak perusahaan dagang kita gulung tikar, tidak kuat berhadapan dengan serbuan perusahaan-perusahaan multi-national (MNC) ke Indonesia. Begitu banyak profesional asing kini bekerja di Indonesia karena globalisasi. Namun, pada waktu yang sama, nyaris tidak ada professional Indonesia yang berjaya di manca negara. Karena globalisasi, pendidikan di negeri kita menjadi barang mewah. Akibatnya, lebih dari 50% perguruan tinggi swasta dinyatakan tidak sehat dan kematiannya hanya soal waktu saja. Namun, karena globalisasi juga, tidak sedikit pengusaha nasional merauk keuntungan luar biasa, sehingga sejumlah perusahaannya yang semula sakit keras dan sudah “dirawat” di BPPN dalam sekejap bisa meroket, bahkan si pemiliknya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

Globalisasi, tentu, membawa dampak juga pada dunia pers kita. Kiprah media asing telah masuk ke negeri kita, meski masih dalam batas “akuisisi” saham non-mayoritas. Konglomerasi pers yang sempat menjadi isu kontrovesial pada era Orde Baru, kini, sudah tidak dipermasalahkan lagi. Persaingan antar-media semakin ketat. Tanpa disadari publik, negara kita  mungkin juga sudah melahirkan “Murdoch-Murdoch”, meski dalam skala yang lebih kecil. Persaingan yang bercorak kapitalistis – di bidang apa saja – selalu berakibat matinya pihak-pihak yang tidak kuat dalam permodalan dan SDM. Maka, begitu banyak media daerah yang selama 10 tahun terakhir sudah jatuh ke tangan pemilik media di Jakarta.  

Dalam situasi globalisasi seperti itu, masih adakah relevansinya jika kita berbicara tentang “roh perjuangan pers nasional”?! 

Roh Perjuangan Pers Nasional

Apa itu “Roh perjuangan pers nasional”? Tidak sedikit insan wartawan kita – terutama yang muda-muda – yang benar-benar tidak mengerti tentang soal ini. Jawaban atas pertanyaan ini harus dicari dari historis berdirinya PWI. 

Setelah para tokoh pers kita pada 25 Januari 1946 membentuk sebuah Panitia Persiapan dan Panitia Kongres, maka pada hari Sabu, 9 Februari 1946 di Solo digelar Kongres yang dimaksud. Malam hari pukul 22:30 Panitia Kongres bersepakat memberikan nama “Persatuan Wartawan Indonesia” bagi perhimpunan jurnalis kita. Menurut catatan Sumanang (Soebagijo, 1980:142-148), Kongres juga secara serius membicarakan soal “adab” – istilah populer sekarang “kode etik”. “Adab” yang dimaksud ringkas sekali, yaitu: 

Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa dengan senantiasa mengingat akan Persatuan Bangsa dan Kedaulatan Negara.    

“Adab” yang ditetapkan pada Kongres PWI I tahun 1946 itu, sesungguhnya, merupakan Roh Pers Indonesia! Selama puluhan tahun, banyak pers kita, banyak wartawan kita, yang secara konsisten memperjuangkan tegaknya “roh” ini dengan segala risiko yang harus dihadapinya. Meski amat singkat, tapi “roh” tsb. memiliki makna yang sangat dalam. Pertama, wartawan harus bekerja demi kepentingan Negara dan Bangsa; bukan demi kepentingannya pribadi atau kepentingan perusahaan semata. Kedua, wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa menjaga Persatuan Bangsa. Ketiga, Kedaulatan Negara juga harus menjadi referensi pokok sepak-terjang pers nasional. 


Menjelaskan hakikat roh pers nasional, Sumanang – Ketua Panitia Kongres PWI I -- dalam tulisannya di harian Kompas edisi 9 Februari 1972 antara lain menulis: “Para wartawan ketika itu tidak mengenal apa yang disebut ambisi perseorangan maupun politik. Tidak ada iri hati atau permusuhan di antara yang hadir dalam Kongkres pendiriannya di Solo, Februari 1946. Semuanya hanya ingin mengabdikan pers dan pekerjaan kewartawanan untuk perjuangan kemerdekaan.”  Ketika itu, masih menurut Sumanang, tidak ada janji bagi anggota pengurus PWI “akan dijadikan ini itu, akan mendapat prioritas atau fasilitas percetakan offset yang begino-begini. Tidak ada ditanya saudara-saudara dari partai mana, aliran apa, agama apa, paham apa dan sebagainya.”


Pokoknya, semua bertekad berjuang untuk kepentingan Tanah Air dan Bangsa ! 

Relevansi Roh

Bagaimana keadaan pers kita dewasa ini? Apakah di tengah-tengah gemuruh  globalisasi yang dahsyat, pembahasan tentang roh “pers nasional” masih ada relevansinya? Jawaban kita: bukan saja masih relevan, tapi justru sangat penting!

Siapa pun – apalagi wartawan yang punya hati-nurani – harus mengakui bahwa setelah 63 tahun merdeka, kehidupan Negara dan Bangsa sungguh dalam situasi memprihatinkan. Dari aspek apa pun – ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan -- Indonesia dalam posisi amat terpuruk. Keterpurukan itu kian terasa sejak kita memasuki era reformasi 10 tahun yang lalu.  

Masing-masing kita, tentu, mempunyau “teori” untuk menjawab keterpurukan Negara dan Bangsa. Bagaimana dengan pers? Sejauh mana “andil” pers terhadap keterpurukan Indonesia? Andil itu, niscaya besar……. Pada era Soeharto, ada seorang menteri yang berkilah bahwa negara kita, tenteram atau tidak, sebagian tergantung pers juga. Jika pers ganas, negara akan gonjang-ganjing. Ketika itu, tidak sedikit insane wartawan yang tidak senang dengan pendapat seperti ini. Tapi, dalam era reformasi yang bercirikan kebebasan, mungkin ada baiknya jika kita semua merenungkan kebajikan di balik ungkapan tadi.  

Ketika bom-bom teroris meledak di mana-mana, sebagian media kita tidak memberikan dukungan penuh kepada aparat untuk memerangi terorisme. Malah, sebaliknya, mereka meragukan kebenaran informasi aparat tentang jaringan terorisme di negeri kita yang dikabarkan meluas.

Ketika para politisi ramai-ramai memperjuangkan pemekaran daerah, di mana suara pers?  Pemekaran demi pemekaran, ternyata, tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tapi hanya membebankan keuangan negara. Sebagian, malah hanya menguntungkan orang-orang yang menjadi inisiator pemekaran daerah.

Ketika sejumlah Rancangan Undang-Undang dimasukkan ke DPR dengan sponsor asing demi kepentingan bisnis mereka, kenapa pers tidak berteriak melawan?

Kenapa pula pers tidak membela para korban Lapindo? Di mana jago-jago investigative reporting kita? Kenapa mereka tidak terusik untuk menyelidiki kebenaran  thesis bahwa malapetaka itu sesungguhnya kelalaian manusia, bukan bencana alam?

Kenapa pers tidak tergerak untuk menyelidiki kebenaran maneuver politik di beberapa daerah yang mengarah pada gerakan separatisme?

Kenapa pers tidak mengingatkan serta menekan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak menerapkan asas “tebang pilih” dalam memerangi korupsi? 

Puluhan pertanyaan “Kenapa?” bisa disusun di sini. Hanya saja, kita khawatir orang-orang media tidak tertarik untuk merenungkan, apalagi memberikan jawabannya. Kenapa demikian? Karena sebagian besar pers Indonesia kini sudah kehilangan “roh perjuangan”! Tewasnya roh inilah yang membuat pers Indonesia kehilangan jati dirinya, sehingga menjelma menjadi pers yang selalu menuntut hak-haknya, tapi lupa dengan tugas  nasionalnya.  
Roh: telaah kritis
Suratkabar, tulis Sumanang (Soebagijo, 1988:166), tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang mengelilinginya. Pers kita tumbuh dan berkembang, maju dan mundur, dengan masyarakat yang menjadi sumber kehidupannya. Pers hakikatnya merupakan “mirror of society”, cermin masyarakat. Jika thesis Sumanang ini dijadikan referensi, maka matinya roh pers nasional tidak bisa disalahkan. Semua orang sudah menyadari bahwa pada era reformasi, pembicaraan, apalagi penghayatan mengenai ideologi Pancasila, negara dan bangsa nyaris sudah mati. Yang mengemuka adalah ideologi liberalisme, individualisme, kapitalisme, dan konsumerisme. Bahkan presiden sekali pun hampir tidak pernah lagi menyinggung Pancasila dalam pidato-pidatonya. Kalau pun masih disinggung, kadarnya tidak lebih pemanis bibir belaka.

Maka, amat sulit jika tiap-tiap insan pers dituntut untuk  “bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa”.  Tapi, Rosihan Anwar (1996), wartawan senior yang kita semua hormati, tidak jemu-jemunya mengingatkan wartawan Indonesia bahwa menegakkan kebenaran dan keadilan adalah tugas pokok pers. Sampai kapan pun, tugas ini tidak boleh ditinggalkan. Jika dulu wartawan ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, apa yang harus diperjuangkan wartawan sekarang? Memerangi kemiskinan!

Dalam suatu kunjungan jurnalistik ke Aceh pada bulan Desember 1985, Rosihan (1986:33-37) menulis bagaimana para wartawan secara gencar bertanya soal kehidupan rakyat kepada setiap pejabat yang ditemuinya. Hal ini tidak mengherankan, sebab “tujuan akhir komunikasi pembangunan ialah suatu mutu [kehidupan] yang lebih tinggi dari kehidupan suatu masyarakat.” Itu berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat, memerangi kemiskinan.

Jika pers ikut memerangi korupsi – antara lain dengan mengawasi sepak-tejang KPK , mengkritisi usulan pemekaran daerah, menolak keras setiap intervensi asing dalam kehidupan bangsa kita, menolak upaya asing membodohi bangsa kita lewat ”ajaran HAM”, menggugat kebajikan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, semua itu tidak lain bertujuan untuk (a) menjaga supaya kemiskinan di negeri ini tidak semakin terpuruk; sekaligus (b) mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat.     

Kenapa Roh itu tewas?

Faktor-faktor yang menimbulkan kekalutan dan keterpurukan negera kita bersifat multi-dimensi. Namun, yang terutama tampaknya karena sebagian besar orang Indonesia saat ini tidak lagi mempunya “rasa berbangsa dan bernegara.” Justru kita akan dituding “kuno” atau “sok suci” manakala kita berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Yang ada hanyalah “rasa ber-Aku”. Kepentingan negara sudah disubsitusi oleh kepentingan Aku. Yang mengemuka dan menjadi fenomena keseharian sekarang adalah perjuangan habis-habisan untuk memperkaya diri, kelompok dan golongan. Pejabat negara meski memperoleh Rp 100 juta setiap bulan masih saja rakus melakukan korupsi. “Korupsi berjamaah”, antara lain, untuk setor dana ke kas partai. Perusahaan negara (BUMN) dilego tanpa pertimbangan matang, mungkin karena ada komisi dibalik transaksi tsb. Asing diberikan keluasaan menguras isi bumi negara kita. Undang-Undang Dasar 1945 diobrak-abrik, sebagian atas sponsor pihak asing.

Kenapa pers kita hanya menjadi penonton ketika tontonan-tontonan itu diperagakan secara terang-terangan? Jawabannya: Karena pers dalam sistem demokrasi liberal tidak puas hanya berperan sebagai mediator, sebagai perantara komunikasi pemerintah dan publik vis-à-vis. Dalam sistem demokrasi liberal, pers juga ingin menjadi aktor, pemain yang aktif, sama aktifnya dengan kedua unsur utama komunikasi politik, yaitu pemerintah dan publik. (McNair, 2003:5-7). Dan dalam perannya sebagai aktor, masuklah kepentingan wartawan serta media, khususnya kepentingan pemilik.    

Foucault (1980:133-136) menulis bahwa kebenaran identik dengan kekuasaan. Kebenaran tidak mungkin dilepaskan dari hubungan siklus dengan sistem kekuasaan. Artinya, kebenaran diciptakan dan dilestasikan oleh kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan memperluas serta mengkokohkan kebenaran. Pertanyaannya: Bagaimana kebenaran  ditetapkan? Foucault menjawab, dalam setiap masyarakat selalu terdapat “a regime of truth”. Regime inilah yang mengatur ragam diskursus yang dibenarkan dalam masyarakat dan mekanisme yang memungkinkan seseorang membedakan mana pernyataan yang benar dan salah. 

Rupanya, dalam era reformasi yang penuh hangar-bingar dan bercirikan talking democracy – bukan working democracy -- meminjam istilah yang dipakai oleh Jacob Oetama, kebenaran ditentukan terutama oleh siapa yang punya uang. Akibatnya, banyak “versi kebenaran” di masyarakat kita. Teori ilmu politik yang mengatakan bahwa kebenaran dibentuk oleh public disclose yang terbuka dan terus-menerus pun kehilangan relevansinya. Yang benar, adakalanya, adalah pihak mana yang bisa bersuara paling keras, dan pihak mana yang bisa mengerahkan massanya yang banyak di tengah jalan. 

Dalam situasi demikian kacau, pers kita pun kerap kehilangan pegangan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. 

Quo vadis pers Indonesia?

Pers Indonesia dewasa ini berada di persimpangan: antara  greater freedom dan greater responsibility. Tidak sedikit wartawan yang berpandangan bahwa kebebasan pers kita kini sedang terancam. Pemerintah dengan berbagai jalan dituding berusaha untuk menarik kembali pendulum kebebasan pers, antara lain melalui rencana revisi Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, peluncuran RUU Rahasia Negara dan terakhir putusan Mahkamah Konstitusi 15 Agustus 2008. Meningkatnya jumlah media dan wartawan yang diadili juga dijadikan indikasi kebebasan pers yang “semakin terancam”. Ironisnya, sebagian masyarakat kita justru menilai kebebasan pers sudah “overdosis” dan “kebablasan”. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers. Kasus pencemaran nama baik, berita yang tidak akurat/tidak faktual serta pornografi, tampaknya mendominasi complaints masyarakat.  

Sebagian (kecil) wartawan kita masih terus menuntut agar (a) para penegak hukum memperlakukan UU No 40 tahun 1999 tentang pers sebagai Lex Specialis, sehingga (b) mereka tidak lagi memperunakan KUHP dalam menangani delik pers. Padahal UU No 40 tahun 1999 jelas-jelas bukan Lex Specialis, dan sudah begitu banyak pakar hukum serta tokoh pers yang mengakui kebenaran ini. Menurut penelitian sebuah LSM di London, 2/3  negara di seantero duna – termasuk negara-negara industri maju seperti Amerika, Jerman, Inggris dan Perancis -- sampai hari ini masih menerapan campuran criminal law & cvil law ketika mengadili media/wartawan dengan segala konsekuensinya.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memeriksa dan mengadili judicial review pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang dimohonkan oleh 2 (dua) wartawan dua pekan yang lalu mengingatkan semua jajaran pers bahwa pembatasan kebebasan pers oleh hukum merupakan suatu keniscayan; tidak bisa ditolak oleh siapa pun. ”Sungguh tidak terbayangkan akan ada ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat atau bahkan ada kehidupan bersama yang dinamakan masyarakat, jika masing-masing orang menggunakan kebebasan dengan sesuka hatinya.” (Putusan Mahamah Konstitusi No 14/PUU-VI/2008 tertanggal 15 Agustus 2008).  Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi dapat menerima pemberlakuan pidana penjara terhadap pers, meskipun diingatkan bahwa sanksi pidana yang dimaksud bersifat alternatif, bukan kumulatif; sekaligus menolak pandangan bahwa pasal-pasal penghinaan dalam KUHP meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.  

Orang-orang pers perlu terus-menerus diingatkan bahwa kebebasan yang mereka nikmati tidaklah mutlak, tetapi selalu ada batasannya (limitation). Pelaksanaan kebebasan seseorang – termasuk wartawan -- tidak boleh merugikan kebebasan individu lain yang juga dijamin oleh konstitusi, apalagi sampai merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, tegas MK. Kebebasan pers selalu harus berimbang dengan tanggungjawab sosial. Lebih dari setengah abad yang lalu  Komisi Kebebasan Pers di Amerika mengingatkan pers bahwa: 

Government is the only agency which, through its monopoly of physical forces, can measurably insure that argument in speech and press will continue to be argument and not competitive injury. The elementary function of government is simply maintaining public order and the rights of person and property (Hocking, 1947:215).
Jelas, berita atau diskursus dalam pers tidak boleh menyerang atau menyakitkan masyarakat. Jika kiprah pers merugikan masyarakat, pemerintah berkewenangan untuk bertindak. Komisi Kebebasan Pers Amerika juga menekankan bahwa kebebasan pers harus juga berarti kebebasan khalayak untuk tidak mengkonsumsi produk penerbitan pers tertentu. Jika tidak demikian, “the issuer’s freedom could be at the expense of the consumer’s freedom”.  Pandangan serupa dikemukakan juga oleh Mahkamah  Konstitusi

Komisi Kebebasan Pers (Commission on Freedom of the Press) didirikan pemerintah Amerika untuk menampung dan mengevaluasi keluhan-keluhan masyarakat atas segala ekses kebebasan pers yang muncul ketika itu, kemudian mencari konsep kebebasan pers yang dinilai lebih baik. Meski sudah setengah abad lebih, laporan Komisi yang diketuai oleh Prof. Willliam E. Hocking sampai hari ini tetap dijadikan rujukan Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers.

Wartawan Indonesia juga perlu menyadari bahwa hambatan terhadap kebebasan pers tidak melulu datang dari eksternal, khususnya pemerintah, tapi bisa juga dari kekuasaan internal. Fenomena konglomerasi media di mana-mana, harus diakui, bisa membawa dampak negatif bagi kebebasan pers. Kasus pemberitaan mengenai wafatnya Pak Harto tempo hari menjadi  bukti nyata tentang omnipotensi pengaruh pemilik modal. “The media instead of being a vehicle for advancing freedom and democracy started becoming more and more a means of making money and propaganda for the new and powerful classes,“ tulis Sridhara (2003). Semakin lama semakin terbukti kebenaran Critical Theory yang mengatakan bahwa kebebasan media sesungguhnya semu, sebab pada akhirnya kekuatan yang lebih perkasa yang menentukan sepak-terjang pers. Kekuatan yang perkasa itu, umumnya, lebih menyukai status-quo daripada perubahan (West & Turner, 2004:67-68). Habermas (2006), salah satu tokoh Frankfurt School, mengingatkan kita semua bahwa “Mediated political communication in the public sphere can facilitate deliberative legitimation process in complex societies only if a self-regulating media system gains independence from its social environments.” Apakah media Indonesia saat ini – di tengah-tengah kian menggebunya tuntutan kebebasan yang lebih besar – benar-benar sudah independen dari lingkungan sosial-politik dan ekonominya? 

Wajah pers juga pantas digugat sebab, menurut Dewan Pers, lebih dari 60% penerbitan pers kita dewasa ini tidak sehat, khususnya dari aspek ekonomi. Bagaimana wartawan bisa bekerja professional manakala perusahaan tempatnya bekerja tidak sehat? Kebebasan pers bisa saja disalahgunakan jika jatuh ke wartawan yang sehari-hari masih harus bergelut dengan masalah ekonominya.       

Sementara pers kita masih saja kerap menabrak rambu-rambu Kode Etik Jurnalistik yang disepakati sendiri oleh 29 organisasi pers pada 2006. Sejak 2000 hingga 2006 Dewan Pers menerima 1.015 pengaduan dari masyarakat. Pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi menyangkut pelanggaran terhadap (a) asas praduga tak bersalah, (b) asas check-and-balanced, (c) bias/tidak objektif, (d) pencemaran nama baik, (e) berita bohong, alias berita tanpa fakta yang jelas, dan (f) pornografi. 

Fenomena negatif lain dari sementara pers kita adalah (a) lack of independence (keberpihakan pada kelompok self interest tertentu) dan (b) pemaksaan opini, publik digiring atau dipaksa secara halus ke satu pandangan yang sudah di-set-up oleh pers yang besangkutan.  

Tantangan dan optimisme

Dibandingkan dengan era Orde Baru, kehidupan pers Indonesia kini harus diakui jauh lebih baik, sejalan dengan semakin besarnya kebebasan yang dinikmati oleh pers. Tapi, dari segi kualitas, keprihatinan tetap amat kuat,  karena begitu maraknya pelanggaran – baik terhadap ketentuan perundang-undangan maupun kode etik jurnalistik – yang dilakukan sementara penerbitan pers dan wartawan kita. Tidak sedikit media kita juga yang ditengarai ”bermain politik” untuk mewujudkan kepentingan atau ambisi tertentu.

Semua ini terjadi karena pers nasional sudah kehilangan roh perjuangannya yang dicanangkan oleh para tokoh pers 62 tahun yang lalu. Sebagian pers sekarang tidak lagi bekerja demi kepentingan Tanah Air dan Bangsa, tapi demi kepentingan sempit yang  ditujukan pada pihak-pihak tertentu yang mengkhianati perjuangan para pendiri PWI. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari berteriak menuntut absolute freedom, yang menentang keras setiap pembatasan yang dilakukan oleh negara. 

Tentu, tidak semua insan pers sudah terhanyut pada arus liberalisme dan kebebasan absolut.  Masih cukup banyak wartawan Indonesia yang dirinya dipenuhi oleh roh perjuangan pers nasional. Paling tidak, roh itu sampai hari ini masih bergentayangan di Lantai IV Jalan Kebon Sirih No 34. Kalau tidak, mustahil PWI mengeluarkan kecaman keras terhadap kawan-kawan kita penganut kebebasan absolut itu. Dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini sehubungan dengan permintaan judicial review pasal-pasal penghinaan yang terdapat di KUHP, wakil dari PWI Pusat memperingatkan pihak-pihak tetentu untuk tidak lagi meniupkan ”angin surga” kebebasan, sehingga menciptakan ilusi seolah-olah wartawan  dan pers nasional adalah  kelompok yang harus diistimewakan.” Kalau roh perjuangan sudah sirna dari sekujur tubuh PWI, mustahil PWI hari ini terpanggil untuk menggelar Sarasehan Pers Nasional.

Roh dan semangat perjuangan nasional seyogianya tidak boleh sirna dari pribadi setiap warga Indonesia yang terpanggil untuk menjadi wartawan yang mengabdi pada Tanah Air dan Bangsa. Ketika negara ini dalam keadaan begitu terpuruk, antara lain karena hampir semua profesi sudah tercemar, pers boleh jadi  menjadi tumpuan harapan satu-satunya dari rakyat untuk mencegah kehancuran Negara dan Bangsa kita. Memang diakui di tengah gemuruhnya ”angin surga” kebebasan di era reformasi, tidak mudah  mengembalikan roh itu. Namun, kita percaya masih banyak insan pers Indonesia yang tetap dijiwai oleh roh dan semangat untuk memajukan Negara dan Bangsa!
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